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PUTUSAN
Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

2 rs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 20 Agustus 1964 (56 Tahun),

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten
Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;
melawan
Termohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 17 Agustus 1976 (53 Tahun),
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediamn di rumah kontrakan yang
beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada
tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1673/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal xxxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung dengan memenuhi
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syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor: xxxxxxx tertanggal XXXXXxXx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di
Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da
dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sekitar awal bulan Juni 2019 setelah menikah rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran
terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan
antara lain karena:

a. Termohon seringkali menuntut lebih nafkah keluarga kepada
Pemohon, yang mana Termohon tidak bersyukur dan selalu
merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami,
yang mana Termohon membantah apabila dinasehati, Termohon
juga terkadang keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan
ketika berselisih Termohon dengan sengaja meninggikan nada nya
agar semua orang menetahuinya, sehingga Pemohon tidak
nyaman dengan sikap Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga, namun puncaknya sejak akhir bulan April 2020 antara
Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Adapun Kini
Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah kontraka. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana

layaknya suami istri.
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7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati
dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu

Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim,
untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu
persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili
permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar
sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan
talak terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon secara in person dan Termohon datang menghadap, kemudian
Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula
ditempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hamzah, S.Ag.,
M.H. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai Penetapan Penunjukan
Mediator tertanggal 05 Agustus 2020, namun berdasarkan laporan
mediator tertanggal 05 Agustus 2020 mediasi yang dilakukan terhadap
para pihak dinyatakan tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa
Iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
dan Termohon menyatakan menerimanya, sebagaimana telah diuraikan
secara lengkap didalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon
membenarkan sebagian dan membantah sebagian yakni mengenai sebab
pertengkaran dan perselisihan bahwa Termohon menyatakan tidak
menuntut nafkah lebih, hanya saja nafkah yang diberikan Pemohon yaitu
senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) memang tidak mencuckupi
kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak pernah membantah apabila
dinasehati tetapi Pemohon sering marah tanpa sebab serta menuduh
Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, padahal
Termohon keluar rumah untuk berjualan, sebagaimana telah diuraikan
secara lengkap didalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan
Termohon menyatakan menerima untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx tertanggal xxxxxxx, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota
Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
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Bahwa, atas bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan (-), tempat tinggal di
xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal
bersama di XXxXxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis
namun sejak Juni Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon dari cerita Pemohon saja;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa
sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah
lebih dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak April Tahun
2020;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati
Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama di
KUA, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal

bersama di Xxxxx;.
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- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis
namun sejak Juni Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon dari cerita Pemohon saja;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa
sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah
lebih dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak April Tahun
2020;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati

Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan
mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sesuai dengan
kesanggupan dan kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon,
Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon
dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak
keberatan bercerai dengan Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan
Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai
bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena
itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan,
bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara
Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh
karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap
dipersidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal
31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga,
serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 dengan Mediator Hamzah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena
Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi

untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim di
persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah
pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

— Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Juni
Tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan;

— Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah lebih dari
kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon
sebagai seuami bahkan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan
Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak
bulan April Tahun 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon

sudah tidak melasanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan
tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (sebagaimana bukti kode P),
bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai
dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR., bukti tersebut telah
memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materiil dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon juga
telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut telah memberikan keterangan
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dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka
berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR, saksi-saksi tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan
bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah
sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
telah terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi
yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih
dan bertengkar yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar
rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut
nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak
sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, para saksi
sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah
diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan
dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalii Pemohon
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan
keterangan kedua saksi di muka sidang, serta dengan tidak melihat dari
siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan
pihak lain, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996,
tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina sejak xxxxxxx
kini sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal
sekurang-kurangnya sejak April Tahun 2020, dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik untuk
memperbaiki krisis rumah tangga yang sedang menimpanya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak
mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena
pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian
berujung dengan perpisahan tempat tinggal dan apabila rumah tangga
yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan
mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur
perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia
tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah)
sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dan amanat
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974,

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan
maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat
229 yang berbunyi:

S G50 dias Giyaa 5 s Bhal
Artinya:  “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara

yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan
tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam dengan memandang standar biaya hidup yang

layak serta atas kesanggupan Pemohon dan kesepakatan dengan
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Termohon Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada
Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) dan mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah
talak dijatuhkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
Mengabulkan pemohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Ngamprah;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
3.1.Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama

3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3.2.Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Ahmad
Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni,
S.H.l. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.l., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran ' Rp. 30.000,00
- ATK Perkara ' Rp. 50.000,00
- Panggilan ' Rp. 185.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi ' Rp. 10.000,00
- Materai ' Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).
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